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PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2019/PA Lss
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pakue Utara,
Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
guru TK, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Pakue
Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 5 Juli 2019
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor
113/Pdt.G/2019/PA. Lss tanggal 5 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXxxxx
berdasarkan akta nikah bertanggal 5 Desember 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai

suami istri dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah Orang tua
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Pemohon di xxxxxxxxx dan rumah orang tua Termohon di Desa To’lemo,
Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya
suami istri (ba’'da dukhul), dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXxXx
umur 3 tahun 1 bulan, dan saat ini sedang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, namun sejak 3 bulan setelah menikah antara
Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan mengakibatkan
hubungan Permohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis
lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan;

a. Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal Bersama dirumah milik orang
tua Pemohon;

b. Termohon pernah melontarkan kata bahwa Pemohon sudah tidak
berguna;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon
terjadi pada Oktober 2016 saat mana Pemohon Pergi meninggalkan
Termohon kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan
termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling
memperhatikan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon
sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon
untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Lasusua c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagi berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar
talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Subsider:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan
Nomor 113/Pdt.G/2019/PA.Lss, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon
menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon
mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

e Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXxxxXxxxxxxxx, 5 Desember 2014
yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan
aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);

B. Saksi-saksi
1. XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka
Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman

dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang
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anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis namun sejak tiga bulan setelah menikah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat maupun mendengar antara Pemohon
dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal

bersama di rumah milik orang tua Pemohon;

- Bahwa hal lain yang saksi dengar dalam pertengkaran ialah ucapan
Termohon yang mengatakan Pemohon sudah tidak berguna;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak
bulan Oktober 2016;

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka
Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari
tante Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang
anak;

- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya baik- baik saja namun sejak tiga bulan setelah menikah
mulai terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon

bertengkar;
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- Bahwa yang saksi dengar saat bertengkar karena Termohon tidak

mau ikut Pemohon tinggal bersama;

- Bahwa hal lain yang saksi dengar Termohon selalu mengucapkan
kata- kata kepada Pemohon “tidak adami gunanya kamu jadi

suamiku”;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak
bulan Oktober 2016 karena Termohon yang pergi;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon ataupun Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi
serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon,
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang
pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai legal
standing dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah
mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah cocok
dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P)

tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;
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Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah berlangsung akad nikah pada hari Senin tanggal
20 Oktober 2014 sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat
materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil
dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna
dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata
Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan
berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63
ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal
1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1)
huruf (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 11139 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara

absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon

untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak
tiga bulan setelah menikah sampai sekarang;

2. Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama dirumah milik
orang tua Pemohon;

3. Bahwa Termohon pernah melontarkan kata bahwa Pemohon sudah tidak

berguna;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut,
Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di
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bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan

kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tiga
bulan setelah menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkan kalau sejak tiga bulan setelah menikah sering melihat Pemohon
dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan Il Pemohon
yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tiga bulan setelah
menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut
karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama dirumah milik orang
tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkan kalau sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena
Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama dirumah milik orang tua
Pemohon, permasalahan itu saksi mendengarnya dari Pemohon dan Termohon
saat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan Il Pemohon
yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Termohon tidak mau
ikut Pemohon tinggal bersama dirumah milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
bahwa Termohon pernah melontarkan kata bahwa Pemohon sudah tidak
berguna;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkan kalau saksi pernah mendengar Termohon melontarkan kata- kata
bahwa Pemohon sudah tidak berguna “tidak adami gunanya kamu jadi

suamiku” hal itu saksi mendengarnya dari Termohon saat terjadi pertengkaran;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan Il Pemohon
yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Termohon pernah
melontarkan kata bahwa Pemohon sudah tidak berguna;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober
2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi | dan saksi Il Pemohon
menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan Il Pemohon
yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten
Kolaka Utara dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak
tiga bulan setelah menikah sampai sekarang;

3. Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama dirumah milik
orang tua Pemohon;

4. Bahwa Termohon pernah melontarkan kata bahwa Pemohon sudah tidak

berguna;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan
Oktober 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus
saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran

yang terjadi karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama
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dirumah milik orang tua Pemohon dan Termohon pernah melontarkan kata
bahwa Pemohon sudah tidak berguna, sehingga mengakibatkan antara

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling
memperdulikan, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan
rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah
terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya
merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidakharmonisan

antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah

Surah ar-Rum ayat 21 :
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Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an

surah al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
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Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan
membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar,
untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan
terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon,

hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul figh yang berbunyi :
tllan]l cd> e o 2bo duwlaall <)

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga
permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus
dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon
(ooxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon
(ooxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Lasusua pada
waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan
yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist
Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz Il halaman 149 yang

sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:
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Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:
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Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi
atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan
pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan
hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ( verstek );

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 11139 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang

Pengadilan Agama Lasusua;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 741.000.,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 22 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Dzulga’'dah 1440 Hijriyah, oleh kami H. Mihdar,
S.Ad., M.H. sebagai Ketua Majelis A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H., dan
Sudarmin H.LLM. Tang, S.HIl.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Syamsul

Bahri, S. H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Hakim Anggota Ketua Majelis
1.
A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. H.Mihdar, S.Ag., MH.

Sudarmin H.l.M. Tang, S.HI.
Panitera

Syamsul Babhri, S. H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 645.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai :Rp. 6.000.-
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Jumlah :Rp 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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